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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya mengenai “Evaluasi 

prosedur penggajian” maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Struktur organisasi dalam kantor DPPKAD ini berbentuk garis lurus, 

wewenang yang menghubungkan langsung antara pimpinan dan bawahan. 

Arah pertanggungjawaban dari hasil pekerjaan dimulai dari bagian renddah 

ke bagian setingkat diatasnya dan terus berlanjut seterusnya. 

2. Prosedur penggajian yang dilakukan di DPPKAD Kabupaten Sumba Barat 

Daya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 

3. Tanggung jawab pada bagian yang berhubungan dengan prosedur 

pengggajian sudah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, 

dengan kata lain tidak ada perangkapan tugas dalam pelaksanaan prosedur 

penggajian pada DPPKAD Kabupaten Sumba Barat Daya. 

4. Pada prosedur pemberian gaji PNS, belum disertakan slip gaji yang 

menjelaskan secara detail tunjangan dan potongan yang didapat 

perbulannya. 

5. Masih kurangnya pengarsipan formulir/dokumen yang berkaitan dengan 

prosedur penggajian, kurangnya pengarsipan dalam bagian kepegawaian   

dapat menyebabkan kebingungan pada saat ada pemeriksaan dan pengawas 

dari provinsi/pusat. 
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6. Pada daftar hadir PNS perlu ada penambahan kolom jabatan untuk 

menunjukan keduduk pegawai dalam instansi pemerintahan dan perlu ada 

rekapan daftar hadir sebagai dasar perhitungan kehadiran PNS dalam 

pelaksanaan tugas stiap hari yang membantu dalam persyaratan promosi 

jabatan dan kenaikan pangkat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada kantor DPPKAD 

Kabupaten Sumba Barat Daya, maka penulis memberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Prosedur penggajian sebaiknya menggunakan proses transfer uang pada 

rekening masing-masing PNS pada saat pembayaran gaji. Selain 

memudahkan bagian bendahara gaji dalam bekerja dan tingkat kesalahan 

juga bisa diminimalisir. 

2. Slip gaji harus disertakan dalam pemberian gaji PNS, agar PNS yang 

bersangkutan  bisa mengetahui berapa potongan dan tunjangan yang 

diterima perbulannya. 

3. Pengarsipan formulir dan dokumen pada bagian yang terkait harus ada, 

karena pengarsipan bisa memudahkan bagian terkait dalam pengecekan 

ulang dan berguna jika ada pemeriksaan dan pengawas dari pusat/provinsi. 

4. Prosedur penggajian PNS sebaiknya gaji dimasukan ke amplop gaji dan 

diberi slip gaji kepada pegawai yang bersangkutan, Pemberian slip agar 

PNS yang bersangkutan mengetahui berapa potongan dan tunjangan yang 

diterima perbulannya.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

C. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya mengenai “Evaluasi prosedur 

penggajian” maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

7. Struktur organisasi dalam kantor DPPKAD ini berbentuk garis lurus, 

wewenang yang menghubungkan langsung antara pimpinan dan bawahan. Arah 

pertanggungjawaban dari hasil pekerjaan dimulai dari bagian renddah ke bagian 

setingkat diatasnya dan terus berlanjut seterusnya. 

8. Prosedur penggajian yang dilakukan di DPPKAD Kabupaten Sumba Barat 

Daya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 

9. Tanggung jawab pada bagian yang berhubungan dengan prosedur pengggajian 

sudah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, dengan kata lain tidak 

ada perangkapan tugas dalam pelaksanaan prosedur penggajian pada DPPKAD 

Kabupaten Sumba Barat Daya. 

10. Pada prosedur pemberian gaji PNS, belum disertakan slip gaji yang 

menjelaskan secara detail tunjangan dan potongan yang didapat perbulannya. 

11. Masih kurangnya pengarsipan formulir/dokumen yang berkaitan dengan 

prosedur penggajian, kurangnya pengarsipan dalam bagian kepegawaian   dapat 

menyebabkan kebingungan pada saat ada pemeriksaan dan pengawas dari 

provinsi/pusat. 
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12. Pada daftar hadir PNS perlu ada penambahan kolom jabatan untuk 

menunjukan keduduk pegawai dalam instansi pemerintahan dan perlu ada 

rekapan daftar hadir sebagai dasar perhitungan kehadiran PNS dalam 

pelaksanaan tugas stiap hari yang membantu dalam persyaratan promosi jabatan 

dan kenaikan pangkat. 

 

D. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada kantor DPPKAD 

Kabupaten Sumba Barat Daya, maka penulis memberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

5. Prosedur penggajian sebaiknya menggunakan proses transfer uang pada 

rekening masing-masing PNS pada saat pembayaran gaji. Selain memudahkan 

bagian bendahara gaji dalam bekerja dan tingkat kesalahan juga bisa 

diminimalisir. 

6. Slip gaji harus disertakan dalam pemberian gaji PNS, agar PNS yang 

bersangkutan  bisa mengetahui berapa potongan dan tunjangan yang diterima 

perbulannya. 

7. Pengarsipan formulir dan dokumen pada bagian yang terkait harus ada, karena 

pengarsipan bisa memudahkan bagian terkait dalam pengecekan ulang dan 

berguna jika ada pemeriksaan dan pengawas dari pusat/provinsi. 

8. Prosedur penggajian PNS sebaiknya gaji dimasukan ke amplop gaji dan diberi 

slip gaji kepada pegawai yang bersangkutan, Pemberian slip agar PNS yang 
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bersangkutan mengetahui berapa potongan dan tunjangan yang diterima 

perbulannya. 
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